
KEPUTUSAN  BUPATI  KUDUS
NOMOR  :  871 / 48 / 2017

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DARI PROGRAM PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KUDUS,

Membaca : Surat  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi tanggal 02 Februari 2017 No. R/189/S.SM.01.00/2017
perihal  Penyampaian  Penetapan  Kebutuhan  PNS  dari  Program
Pegawai  Tidak  Tetap  dan  Hasil  Seleksi  Kompetensi  Dasar
Kementerian Kesehatan ;

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan mutu Pegawai
Negeri  Sipil  khususnya  di  bidang  kesehatan  sesuai  dengan
beban  kerja  dan  tanggung  jawab  Pemerintah  Kabupaten
Kudus,  perlu segera menetapkan kebutuhan Pegawai  Negeri
Sipil  dari  Program  Pegawai  Tidak  Tetap  Kementerian
Kesehatan  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Kudus
Tahun Anggaran 2017 ;

b. berdasarkan Pasal 3  Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun
2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  97
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan
bahwa  formasi  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  untuk  masing-
masing  satuan  organisasi  Pemerintah  Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah
masing-masing  setelah  mendapat  persetujuan  tertulis  dari
menteri  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  pendayagunaan
aparatur  negara,  berdasarkan  pertimbangan  dari  Kepala
Badan Kepegawaian Negara ;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam  Lingkungan  Provinsi  Jawa
Tengah ;
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5494) ;
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3. Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas  Undang-
Undang Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang-Undang Nomor  30  Tahun 2014 tentang  Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014   Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5601) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2000  Nomor  194,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4015),  sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang  Formasi  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  122,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000  Nomor  195,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  4016)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  98  Tahun  2000  tentang
Pengadaan  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  4192) ;

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  tentang
Wewenang  Pengangkatan,  Pemindahan  dan  Pemberhentian
Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  4263)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2009  tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang  Wewenang  Pengangkatan,  Pemindahan  dan
Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;



8. Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  11
Tahun  2002  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  98  Tahun  2000  tentang  Pengadaan
Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;

9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun
2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor  9  Tahun  2003,  tentang  Wewenang  Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

10. Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  26
Tahun  2004  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai
Negeri  Sipil  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 ;
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11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun
2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai
Negeri  Sipil  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2012
Nomor 781) ;

Memperhatikan : Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  07  Tahun  2017  tentang  Penetapan
Kebutuhan  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah Kabupaten Kudus dari
Program  Pegawai  Tidak  Tetap  Kementerian  Kesehatan  di
Lingkungan  Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota  Tahun
Anggaran 2017 ;

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan  kebutuhan  Pegawai  Negeri  Sipil  dari  Program
Pegawai  Tidak  Tetap  Kementerian  Kesehatan  di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Pegawai Tidak Tetap
Kementerian  Kesehatan  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Kudus  Tahun  Anggaran  2017 sebagaimana  dimaksud  Diktum
KESATU  sejumlah  110  (seratus  sepuluh)  formasi,  dengan
perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan  ini  mulai  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan
ketentuan  bahwa  apabila  dikemudian  hari  ternyata  terdapat
kekeliruan  dalam  Keputusan  ini  akan  diadakan  perbaikan
sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di   Kudus
pada tanggal             

BUPATI  KUDUS,

M U S T H O F A

TEMBUSAN. :
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta ;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta ;
4. Gubernur Jawa Tengah 

( up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ) di Semarang ;
5. Inspektur Kabupaten Kudus ;
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus ;
7. Kepala  Badan Pengelolaan  Pendapatan, Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten

Kudus.


	BUPATI KUDUS
	
	KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
	NOMOR : 871 / 48 / 2017
	Ditetapkan di Kudus
	BUPATI KUDUS,
	M U S T H O F A


		2019-10-31T08:55:04+0700
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus




